KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Jalan Pattimura Nomor 20-Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12110 telepon (021) 722-1772

Kepada yang terhormat:

1.
2.
3.

Para Pejabat Eselon II;

Para Pejabat Eselon III;

Para Kepala Satuan Kerja;

di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya

SURAT EDARAN
Nomor: 53/SE/DC/2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Umum

Teknologi Informasi dan Komunikasi selanjutnya disebut TIK merupakan
suatu penerapan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemanfaatan
data dalam mendukung pelayanan informasi publik guna mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan TIK di lingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya dilakukan untuk merencanakan,
melaksanakan, dan memanfaatkan serta memelihara penyebarluasan
informasi dengan memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya,
pengelolaan risiko terkait TIK dan mempertimbangkan penggunaan

teknologi mutakhir.

Dasar Pembentukan

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2009
tentang Standar Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2011
Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan
Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan
Sendiri;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 25/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor : 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Departemen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor : 17/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi
Informasi dan Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:
35/Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur;

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun
2015 Tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara
Negara;

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor:
55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 Tentang Panduan Pengembangan
Infrastruktur Portal Pemerintah;
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12.

13.

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 334 /KPTS/M/2015 tentang Pemberhentian dan Pengang-
katan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di
Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat; dan

Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor: 674/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Struktur Organisasi
Dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Maksud dan Tujuan

1. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan
pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi serta pengelolaan
data di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya.

2. Surat Edaran ini bertujuan untuk:

a) Menciptakan Tata Kelola TIK yang baik dalam pelaksanaan
kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;

b) Meningkatkan pemahaman pengetahuan di bidang Teknologi
Informasi dan Komunikasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Cipta Karya; dan

c) Meningkatkan pengelolaan data di lingkungan Direktorat
Jenderal Cipta Karya.

Pengertian

Di bawah ini akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan

Teknologi Informasi dan Komunikasi, yaitu:

1.

Penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya yang selanjutnya disebut sebagai
e-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
dalam proses pemerintahan.

Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya di sebut dengan
TIK merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau
menyebarluaskan informasi.
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11.

Data adalah kumpulan fakta berupa angka, huruf, gambar, suara,
peta, atau citra tentang karakteristik atau ciri-ciri suatu objek.
Standardisasi Data adalah standar yang digunakan dalam
memasukkan suatu data ke dalam sistem dengan tujuan untuk
memudahkan proses pengolahan data menjadi informasi dan laporan.
Informasi adalah gabungan, rangkaian dan analisis data yang
berbentuk angka, huruf, gambar, suara, peta, atau citra yang telah
diolah, yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan,
foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic
mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda,
angka, kode akses, dan simbol yang telah diolah yang memiliki arti
atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
Sistem Informasi adalah aplikasi komputer yang dirancang, dibuat
dan digunakan untuk mendukung operasi dari suatu organisasi,
aplikasi tersebut terdiri atas kumpulan sub-sub sistem yang saling
berhubungan yang membentuk suatu komponen mencakup
input-proses-output yang berhubungan dengan pengolahan data
menjadi informasi, dan berguna bagi user untuk mendukung
proses pengambilan keputusan.

Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan
untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang
mendukung pelaksanaan e-Government.

Jaringan Komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas
beberapa komputer dan perangkat jaringan lainnya yang saling
terhubung dan berfungsi untuk mencapai suatu tujuan yang
sama.

Portal web adalah kumpulan situs web yang berisi informasi
elektronik yang dapat diakses publik.

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara,
orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan
dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau
susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi
tertentu dalam internet.
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E. Ruang Lingkup

Lingkup dari Surat Edaran ini, yaitu:

1.

Struktur Organisasi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi

di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi:

a) Prinsip Dasar; dan

b) Pengelola dan Penanggungjawab TIK di lingkungan Direktorat
Jenderal Cipta Karya.

Pengendalian Manajemen dan Perangkat Tata Kelola TIK meliputi:

a) Pengendalian Manajemen Keamanan TIK;

b) Pengendalian Manajemen Risiko TIK;

c) Pengendalian Perencanaan Kelangsungan Kegiatan;

d) Pengendalian Hak Akses;

e) Pengendalian Manajemen Proyek TIK;

f) Pengendalian Manajemen Pengembangan Sistem Informasi;

g) Pengendalian Manajemen Data;

h) Pengendalian Manajemen Sumber Daya Manusia; dan

i)  Audit Internal Tata Kelola TIK.

Petunjuk Teknis TIK, meliputi:

a) Sistem Jaringan dan Inventarisasi Perangkat Keras;

b) Panduan Membuat Website;

c) Standardisasi Data; dan

d) Keamanan Data.

Standar Operasional Prosedur TIK, meliputi:

a) Pelaporan Insiden;

b) Izin Masuk ke Ruang Khusus;

c) Izin Membawa Peralatan ke luar lingkungan Direktorat
Jenderal Cipta Karya;

d) Pengembangan Sistem/Aplikasi;

e) Pencatatan Perangkat Keras;

f) Penggantian Perangkat Keras;

g) Pengelolaan Data;

h) Akses Data;

i)  Akses ke Layanan Jaringan;

j)  Menghapus Akses ke Database dan Jaringan; dan

k) Audit Internal Tata Kelola TIK.
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F. Penutup
1. Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Pelaksanaan Tata
Kelola Teknologi Informasi Komunikasi tercantum dalam:
a) Lampiranl : Struktur Organisasi Tata Kelola Teknologi
Informasi dan Komunikasi di Lingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya;

b) Lampiran Il : Pengendalian Manajemen dan Perangkat
Tata Kelola TIK;

c) Lampiran III : Petunjuk Teknis TIK; dan

d) Lampiran IV : Standar Operasional Prosedur TIK.

Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Edaran ini akan diatur
kemudian.

3. Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran
Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 21/SE/DC/2014 perihal
Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi
di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Demikian atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,

/

Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc
NIP. 110033451
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Tembusan:

1.
2.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat;

Kepala Pusat Pengolahan Data dan Teknologi Informasi Kementerian
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat.
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LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIRJEN CIPTA KARYA
NOMOR:  53/SE/DC/2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA

STRUKTUR ORGANISASI TATA KELOLA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

PRINSIP DASAR

Setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
sesuai dengan kewenangannya berhak untuk berkomunikasi dan mem-
peroleh informasi yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Simplify : Teknologi Informasi dan Komunikasi menyederhanakan
proses bisnis untuk meningkatkan kinerja & produktivitas.

Unify : Teknologi Informasi dan Komunikasi mendukung keterpaduan
proses untuk menjamin single source of truth.

Service : Teknologi Informasi dan Komunikasi meningkatkan kualitas
pelayanan internal dan eksternal.

Transparency : Teknologi Informasi dan Komunikasi mendukung transparansi
dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan.

Agile : Teknologi Informasi dan Komunikasi menjadikan PUPR luwes
dan cepat tanggap dengan perubahan yang ada.

Innovation : Teknologi Informasi dan Komunikasi mendukung terwujudnya
infrastruktur dan layanan PUPR yang inovatif.

Network : Teknologi Informasi dan Komunikasi membangun konektvitas
dan memperluas jaringan pelayanan dan kolaborasi.
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PENGELOLA & PENANGGUNGJAWAB
TIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT
JENDERAL CIPTA KARYA

Penanggungjawab TIK di Tingkat Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat adalah pimpinan unit Eselon II yang bertanggungjawab
mengelola data dan informasi kementerian, mempunyai tugas yaitu:

a.  Mengimplementasikan TIK;

b.  Memberikan arahan kebijakan dan evaluasi penggunaan TIK; dan
C.  Menjaga kesinambungan sistem TIK dalam tahap operasional.

Penanggungjawab TIK di Tingkat Direktorat Jenderal Cipta Karya
adalah pimpinan Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman
c.q. Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi yang mempunyai
tugas sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan perancangan, pengembangan, dan perawatan
sistem TIK (spesifikasi perangkat keras, standarisasi alamat, penamaan,
perangkat lunak, pengkabelan, pemeliharaan dan koneksi internet);

b. Menyelenggarakan pengajuan / pengusulan serta koordinasi
pembuatan e-mail internal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat;

c. Menyelenggarakan perancangan, pengembangan, perawatan dan
evaluasi sistem aplikasi;

d. Menyelenggarakan pelaksanaan review berkala, evaluasi dan pembinaan
operasional atas pelaksanaan implementasi sistem TIK di lingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya;

e. Menyelenggarakan pembuatan jadwal instalasi, perawatan jaringan
dan database di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;

f.  Menyelenggarakan peningkatan kemampuan sistem TIK di
lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya;



Menyelenggarakan pengawasan pengelolaan data dimulai dari
tahap pengumpulan data sampai penyajian dan distribusi data
menjadi informasi yang berguna untuk membantu dalam pengambilan
keputusan;

Menyelenggarakan pengawasan terhadap data perencanaan, data
pelaksanaan dan data evaluasi yang berkaitan dengan bidang
ke-Cipta Karya-an;

Menyelenggarakan analisa data dan pengambilan keputusan yang
bersifat strategis untuk mendukung tercapainya target Direktorat
Jenderal Cipta Karya yang telah ditetapkan;

Menerima, memprioritaskan dan menyelesaikan permintaan
bantuan TIK; dan

Melaporkan kejadian atau masalah yang berhubungan dengan TIK
ke PenanggungJawab TIK di tingkat Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat dan Perumahan Rakyat.

Penanggungjawab TIK di Tingkat Bagian/Subdit/Balai/ Bidang/Satker
di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya tercantum pada Struktur

Organisasi TIK pada masing-masing Unit Eselon II. Adapun tugas

penanggungjawab TIK ini adalah:

a.
b.
c.

Merawat sistem TIK di lingkungan Sub Unit Kerja Eselon III;
Memelihara aset-aset TIK di lingkungan Unit Kerja Eselon III;
Memberikan masukan atas implementasi TIK, khususnya kualitas
operasional sistem jaringan komputer dan sistem informasi TIK;
Menentukan spesifikasi perangkat keras ketika
Bagian/Subdit/Balai/Bidang/Satker akan melakukan pembelian
perangkat keras;

Memeriksa kondisi, jumlah, dan spesifikasi perangkat keras yang
diterima oleh Bagian/Subdit/Balai/ Bidang/Satker sesuai dengan
jumlah, dan spesifikasi perangkat keras yang dipesan;

Mencatat dan menginformasikan perubahan dan penambahan
jumlah perangkat keras dan perangkat lunak ke Penanggung
Jawab TIK di tingkat Direktorat Jenderal Cipta Karya;

Memeriksa dan memastikan bahwa sistem informasi yang akan
dikembangkan memenuhi panduan pengembangan sistem informasi,
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beserta kelengkapan dokumentasinya (analisa, perancangan,
pengujian,cara penggunaannya dan source code-nya);

Menilai kualitas manajemen kegiatan sistem informasi yang
dilakukan di bagiannya yang didasarkan pada pedoman Project
Management Body of Knowledge (PMBOK);

Mengawasi agar perubahan yang terjadi pada perangkat lunak
sudah sesuai dengan prosedur pengembangan sistem aplikasi;
Melakukan pengelolaan data mulai dari tahap pengumpulan,
penyimpanan, pengolahan, serta penyajian dan distribusi data
sesuai dengan kebutuhan pengguna,;

Mampu menyediakan data perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
yang akurat dan terpecaya sehingga dapat dijadikan acuan dalam
membantu pengambilan keputusan yang bersifat strategis bidang
ke-Cipta Karya-an;

Melakukan korespondensi dengan penyedia jasa eksternal terma-
suk penyedia jasa internet, penyedia perangkat keras, dan
pengembang perangkat lunak;

Memberikan pelatihan sehubungan dengan TIK kepada pegawai;
Memberikan pelatihan sehubungan dengan pengelolaan data meliputi
proses pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, serta penyajian
dan distribusi data; dan

Menyebarluaskan prosedur yang berhubungan dengan TIK ke
Bagian/Subdit/Balai/Bidang/Satker.
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BAGAN ORGANISASI TIK LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

1. Direktorat Jenderal Cipta Karya

Penanggung Jawab TIK
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat
Pusat Data dan Teknologi Informasi

Penanggung Jawab TIK
@ Ditjen Cipta Karya
Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman|
Subdit Pengelolaan Data & Sistem Informasi

@ ® ® ® ® ©

Penanggung Jawab TIK

Bagian Keuangan &
Umum

[Penanggung Jawab TIK
Direktorat BPB
Subdit Rentek

Penanggung Jawab TIK
Direktorat PKP
Subdit Rentek

Penanggung Jawab TIK
Direktorat PPLP
Subdit Rentek

Penanggung Jawab TIK
Direktorat PSPAM
Subdit Rentek

Penanggung Jawab TIK
BPP-SPAM
Bidang Kajian Kebijakan
& Program

I

I

I

l Setditjen
I

L

Catatan:

Subdit PDSI: Penanggung Jawab Pengelolaan Data dan Pengembangan
Sistem Informasi & TIK di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
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2. Sekretariat Direktorat Jenderal

Penanggung Jawab TIK
Sekretariat Direktorat Jenderal CK

Bagian Keuangan & Umum

Penanggung Jawab TIK

Penanggung Jawab TIK

Organisasi & Tata Laksana

Bagian Hukum & Komunikasi
Publik

I
I Bagian Kepegawaian,
I

Penanggung Jawab TIK

Bagian Pengelolaan Barang

Milik Negara

[— == =TT T

Penanggung Jawab TIK

Penanggung Jawab TIK

Satker Sekretariat
Nasional Habitat

Satker Tanggap Darurat
Permukiman Pusat

b o cmn ¢ En o D ¢ GED ¢ EED ¢ GED ¢ EED ¢ GED * GEED * GIEED ° GHEED ° GHEED  GEED ° GEED ° GEED ° GED ° GED ¢ GED ¢ Gme ¢ =

Catatan:

Penanggung Jawab TIK

Balai Teknik Permukiman
& Perkotaan

Penanggung Jawab TIK

Penanggung Jawab TIK

Balai Teknik Air Minum

Bagian Keuangan & Umum : Instalasi Jaringan Komumikasi Data dan Mekanikal Elektrikal,
Penanggung jawab sistem informasi dan TIK

Balai Teknik PLP

I_ _I ZonaLAN DJCK
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Penanggung Jawab TIK

3. Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Penanggung Jawab TIK

@ | Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman

Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi

—_—_——— e, — = —

Penanggung Jawab TIK

Subag TU

Penanggung Jawab TIK

Subdit Keterpaduan
Perencanaan & Kemitraan

Penanggung Jawab TIK

Penanggung Jawab TIK

Subdit Keterpaduan
Pembiayaan

Subdit Keterpaduan
Pelaksanaan

Satker Randal Pusat

Catatan:

Subag TU: Instalasi Jaringan Komunikasi Data dan Mekanikal Elektrikal

Penanggung Jawab TIK

Subdit Pemantauan &
Evaluasi

c o mmm ooy

Penanggung Jawab TIK

Satker Randal Provinsi /
PIP2B

= c o mmm o o wmm oo

T

®

Zona LAN DJCK

Zona WAN DJCK
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4. Direktorat Bina Penataan Bangunan

Penanggung Jawab TIK

Direktorat Bina Penataan Bangunan

Subdit Perencanaan Teknis

c ams o ams c ams s aEs c GEs c GEe e GEe ¢ GEs ¢ GEs ¢ GE ¢ GEe ¢ Gme o GEe ¢ G o ey

. Penanggung Jawab TIK
I Satker PBL Strategis

Catatan:

Subag TU: Instalasi Jaringan Komunikasi Data dan Mekanikal Elektrikal

Penanggung Jawab TIK

Satker Penataan Bangunan
& Kawasan Khusus

I | ZonaLaN DJCK
[ "1 Zona waN DUCK

————————————-—————————————1
/
I Penanggung Jawab TIK
Subag TU
I
/
/
I Penanggung Jawab TIK Penanggung Jawab TIK Penanggung Jawab TIK Penanggung Jawab TIK
I Subdit Standardisasi & Subdit Pengelolaan Subdit Penataan Bangunan & Subdit Bangunan
I Kelembagaan Rumah Negara Lingkungan Khusus Gedung

I
I
I
I
I
I
I
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5. Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

Penanggung Jawab TIK

Subdit Perencanaan Teknis

Penanggung Jawab TIK

Subag TU

-d

Penanggung Jawab TIK

Penanggung Jawab TIK

Subdit Standardisasi &
Kelembagaan

Subdit Kawasan
Permukiman Khusus

Penanggung Jawab TIK

Penanggung Jawab TIK

Subdit Permukiman
Perkotaan

Subdit Permukiman
Perdesaan

I.—.—----—.—.—-—.—-.—-—-—.—-—--—.—.
Penanggung Jawab TIK Penanggung Jawab TIK Penanggung Jawab TIK I
. L
l Satker Pengembangan Kawasan Satker Pengembangan Kawasan Satker Kawasan Permukiman I
Permukiman Khusus Permukiman Berbasis Masyarakat Pusat Pertumbuhan
° L]
IS ¢ GEEES ¢ GGEES ¢ GGENES ¢ NS ¢ IS ¢ NN 0 G ¢ GEES ¢ NS ¢ GINES ¢ CGEIID ¢ CGIIID ¢ GIIND 6 GEES o o
I_ 1 ZonaLaN DJCK
Catatan:

Subag TU: Instalasi Jaringan Komunikasi Data dan Mekanikal Elektrikal
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6. Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan dan Permukiman

Penanggung Jawab TIK

Direktorat Pengembangan Penyehatan

Lingkungan Permukiman

Subdit Perencanaan Teknis

Penanggung Jawab TIK

Subag TU

Penanggung Jawab TIK

Penanggung Jawab TIK

Penanggung Jawab TIK

Penanggung Jawab TIK

Subdit Standardisasi &
Kelembagaan

Subdit Pengelolaan
Persampahan

Subdit Pengelolaan Air
Limbah

Subdit Penyehatan Lingkungan

Permukiman Khusus

Catatan:

Penanggung Jawab TIK

I Satker PPLP Berbasis
Masyarakat

Penanggung Jawab TIK

Satker PPLP Strategis

—— 9

Subag TU: Instalasi Jaringan Komunikasi Data dan Mekanikal Elektrikal
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7. Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Penanggung Jawab TIK

Direktorat Pengembangan Sistem

Penyediaan Air Minum

Subdit Perencanaan Teknis

Penanggung Jawab TIK

Subag TU

Penanggung Jawab TIK

Subdit Standardisasi &
Kelembagaan

Penanggung Jawab TIK

Subdit SPAM Khusus

Catatan:

Subag TU: Instalasi Jaringan Komunikasi Data dan Mekanikal Elektrikal

r

Penanggung Jawab TIK

Penanggung Jawab TIK

Subdit SPAM Perkotaan

Subdit SPAM Perdesaan

Penanggung Jawab TIK

Satker PAMSIMAS

18 -

Penanggung Jawab TIK

Satker PS PAM Strategis

i

-l Zona LAN DJCK

Zona WAN DJCK



8. Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)

Penanggung Jawab TIK
O Badan Pendukung Pengembangan SPAM

Bidang Kajian Kebijakan dan Program

Penanggung Jawab TIK Penanggung Jawab TIK Penanggung Jawab TIK
Bidang Analisis Keuangan, Bagian Umum & Bidang Pemantauan
Investasi, Promosi Informasi Evaluasi Kinerja Pelayanan

DIREKTUR JENDERAL CIPTA KARYA,

/

Dr. Ir. Andreas Suhono, M.Sc
NIP. 110033451




LAMPIRAN II

SURAT EDARAN DIRJEN CIPTA KARYA
NOMOR:  53/SE/DC/2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN
TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI

DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA

PENGENDALIAN MANAJEMEN DAN PERANGKAT
TATA KELOLA TIK

PENGENDALIAN MANAJEMEN
KEAMANAN TIK

Gambaran Umum

Kebijakan dan standar ini digunakan sebagai pedoman dalam rangka
melindungi aset informasi dari berbagai bentuk ancaman yang berasal
dari dalam maupun luar lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, baik dilakukan
secara sengaja maupun tidak sengaja. Pengamanan dan perlindungan
ini diberikan untuk menjamin kerahasiaan (confidentiality), keutuhan
(integrity), dan ketersediaan (availability) aset informasi agar selalu
terjaga dan terpelihara dengan baik.

Batasan Pelaksanaan

Manajemen Keamanan TIK mencakup :

1. Keamanan Informasi;

2. Keamanan Sumber Daya Manusia; dan
3. Keamanan Fisik dan Lingkungan.

Referensi
1.  Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:
17/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan
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Komunikasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Panduan Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara
Pelayanan Publik  disusun oleh Tim Direktorat Keamanan
Informasi-Kementerian Kominfo; dan
3. SNI ISO/IEC 27001 tentang Persyaratan Sistemm Manajemen
Keamanan Informasi.

Pihak yang Terkait

1. Penanggungjawab TIK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat;

2. Pimpinan Unit kerja eselon Il di lingkungan Direktorat Jenderal
Cipta Karya; dan

3. Penanggungjawab TIK Unit kerja eselon Ill dan Satker lingkungan
Direktorat Jenderal Cipta Karya.

Kebijakan Manaj emen Keam anan In formasi

Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi diatur sebagai berikut:

1. Seluruh informasi yang disimpan dalam media simpan, ditulis,
dicetak, dan dikomunikasikan langsung atau melalui teknologi
komunikasi harus dilindungi terhadap kemungkinan kerusakan,
kesalahan penggunaan secara sengaja atau tidak, dicegah dari
akses oleh user yang tidak berwenang dan dari ancaman terhadap
kerahasiaan (confidentiality ), keutuhan (integrity) dan ketersediaan
(availability );

2. Kebijakan keamanan informasi harus dikomunikasikan ke seluruh
pegawai dan pihak ketiga terkait melalui media komunikasi yang
ada agar mudah dipahami dan dipatuhi;

3.  Pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya meningkatkan
kepedulian (awareness), pengetahuan dan keterampilan tentang
keamanan informasi bagi pegawai;

4. Pemilik Aset Informasi menetapkan dan mengkaji secara berkala
klasifikasi aset informasi dan jenis perlindungan keamanannya;

5. Seluruh kelemahan keamanan informasi yang berpotensi atau
telah mengakibatkan gangguan penggunaan TIK harus segera
dilaporkan ke penanggung jawab TIK terkait;
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